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Abstract:

The Halal and NIB Certification Socialization and Assistance Program in
Penusupan Village is a strategic effort to increase awareness and accessibility of
MSME actors towards business legality. This activity was carried out on February
19 2025 at the Penusupan Village Hall and was attended by local MSME players.
The method used is Asset-Based Community Development (ABCD), which begins
with data collection and interviews with MSME actors to identify challenges in
obtaining business legality. Interview results show that many MSMEs do not
yet have a Business Identification Number (NIB) and halal certification, which
hinders their business development.The lecture delivered by Mr. Andi Matta from
Bappeda Pemalang explained the benefits and procedures for processing NIB
and halal certification. The interactive question and answer session indicated the
high enthusiasm of participants in understanding the regulations and business
legality registration mechanisms. The results of this activity show an increase
in understanding and readiness of MSME actors to manage the legality of their
businesses. It is hoped that with further assistance, MSMEs in Penusupan Village
can develop more professionally and be highly competitive.

Keywordsi: Halal Certification, Business Identification Number, MSMEs, ABCD,
Business Legality

Abstrak

Program Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB di Desa
Penusupan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan
aksesibilitas pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Kegiatan ini dilaksanakan
pada 19 Februari 2025 di Balai Desa Penusupan dan dihadiri oleh para pelaku
UMKM setempat. Metode yang digunakan adalah Asset-Based Community
Development (ABCD), yang diawali dengan pendataan dan wawancara
terhadap pelaku UMKM guna mengidentifikasi tantangan dalam memperoleh
legalitas usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM
belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, yang
menghambat pengembangan usaha mereka. Pematerian yang disampaikan
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oleh Bapak Andi Matta dari Bappeda Pemalang menjelaskan manfaat serta
prosedur pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Sesi tanya jawab yang
interaktif mengindikasikan tingginya antusiasme peserta dalam memahami
regulasi serta mekanisme pendaftaran legalitas usaha. Hasil dari kegiatan
ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman serta kesiapan pelaku
UMKM untuk mengurus legalitas usaha mereka. Diharapkan dengan adanya
pendampingan lebih lanjut, UMKM di Desa Penusupan dapat berkembang
lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Kata kunc: Sertifikasi Halal, Nomor Induk Berusaha, UMKM, ABCD, Legalitas
Usaha

Pendahuluan

Sejak krisis moneter tahun 1998, perekonomian Indonesia telah mengalami
kemajuan yang pesat. Namun, tingginya tingkat pengangguran tetap menjadi perhatian
utama pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berusaha menciptakan lebih
banyak lapangan kerja dengan mempermudah akses masyarakat terhadap faktor
produksi dan peluang usaha. UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi
nasional karena kemampuannya dalam menghadapi persaingan bisnis serta potensi
krisis ekonomi. Namun, UMKM yang ada saat ini masih belum mampu mengurangi angka
pengangguran secara signifikan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal
dan kurangnya variasi usaha, yang menyebabkan stagnasi dalam pemasaran(Fadhillah &
Yuniarti, 2023).

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perubahan seiring
dengan pergeseran perilaku masyarakat. Sebanyak 49,6% konsumen mencari informasi
mengenai produk secara online sebelum memutuskan untuk membeli. Hal ini membuka
peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka, sekaligus menjadi
tantangan agar dapat bertahan dan beradaptasi di era digitalisasi(Fuadi et al., 2021).

Di Indonesia, UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2008 tentang UMKM, yang menetapkan definisi jelas untuk kategori usaha mikro,
kecil, dan menengah. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh
individu atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu. Usaha kecil merupakan
usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri dan bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang dari usaha besar. Sementara itu, usaha menengah juga bersifat
mandiri dan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang
tersebut(M. Fatur Rizki et al.,, 2024). UMKM merupakan salah satu bentuk usaha kecil
yang berperan penting dalam meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Keberadaannya mampu bertahan dalam berbagai kondisi, sehingga
berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat(Yuni et al., 2023).

Sejak krisis moneter tahun 1998, perekonomian Indonesia telah mengalami
pertumbuhan yang signifikan. Namun, tingginya tingkat pengangguran tetap menjadi
perhatian utama bagi pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berupaya
menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan mempermudah akses masyarakat
terhadap faktor produksi dan peluang usaha. UMKM dianggap sebagai elemen penting
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dalam perekonomian nasional karena kemampuannya bertahan dalam persaingan bisnis
serta menghadapi potensi krisis ekonomi. Namun, UMKM yang ada saat ini masih belum
mampu mengurangi tingkat pengangguran secara efektif. Kendala utama yang dihadapi
adalah keterbatasan modal dan kurangnya variasi jenis usaha, yang menyebabkan
stagnasi dalam pemasaran(Fadhillah & Yuniarti, 2023).

Desa Penusupan, yang terletak di Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang,
Provinsi Jawa Tengah, memiliki karakteristik geografis yang strategis karena berada
di sebelah utara kaki Gunung Slamet. Letaknya berbatasan dengan Desa Gembyang di
sebelah utara dan barat, Desa Banjaranyar di selatan, serta Randudongkal dan Lodaya di
timur. Wilayahnya mencakup luas 1,57 km? dan terbagi dalam 12 RT serta 1 RW, dengan
jumlah penduduk sebanyak 2.480 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Penusupan bekerja
sebagai petani dan pedagang, mencerminkan dominasi sektor agraris dan perdagangan
dalam perekonomian lokal. Keberadaan Gunung Slamet memberikan potensi sumber daya
alam yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan ekowisata. Di sisi lain, keterbatasan
infrastruktur dan aksesibilitas dapat menjadi tantangan bagi pengembangan desa,
terutama dalam mendukung sektor ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Potensi sumber daya alam desa tersebut berasal dari sektor pertanian yang
dibuktikan dengan banyaknya lahan persawahan yang menyebar di sekitar desa. Tanaman
yang banyak di budidayakan di Desa Penusupan mayoritas ialah padi dan jagung,
sedangkan komoditi ubi jalar hanya sebagian. Selain sektor pertanian terdapat potensi
UMKM yang layak untuk dikembangkan dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah
daerah untuk bisa bersaing di kancah lokal maupun nasional. Terdapat banyak UMKM
yang menjamur disetiap jalan maupun komplek rumah warga Desa Penusupan, tidak
terkecuali jalan pintu gerbang utama desa yang menyuguhkan pemandangan lapak-
lapak pedagang yang berjejer di bahu jalan.Produk UMKM unggulan dari Desa tersebut
adalah Jamu Tradisional yang sudah beroperasi dari puluhan tahun yang lalu. Selain
Jamu ada beberapa produk olahan dari pelaku umkm seperti kripik tempe, tape, bandeng
presto, peyek kacang dan lain-lain. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi
oleh para pelaku usaha di desa ini adalah masih banyaknya UMKM yang belum memiliki
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Ketiadaan NIB menyebabkan mereka
mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan modal, mengikuti program pembinaan
pemerintah, serta memperluas jaringan pemasaran. Sementara itu, absennya sertifikasi
halal menjadi kendala bagi produk-produk makanan dan minuman dalam menembus
pasar yang lebih luas, terutama di sektor industri halal yang semakin berkembang.

Sertifikat halal merupakan pernyataan tertulis dari MUI yang menetapkan bahwa
suatu produk memenuhi ketentuan kehalalan berdasarkan syariat Islam. Penerbitan
sertifikat ini pada makanan, obat-obatan, dan kosmetik bertujuan untuk melindungi
konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Selain itu, sertifikat halal juga menjadi
hak bagi konsumen muslim yang harus dijamin perlindungannya oleh negara(Syafrida,
2017). Sertifikat halal MUI berfungsi sebagai jaminan bahwa suatu produk memenuhi
standar kehalalan, baik dari segi kandungan bahan maupun proses produksinya(Moerad
etal., 2023).

Pemerintah telah mendorong sertifikasi halal produk sejak tahun 2021 melalui
kerja sama antara BPJPH, LPH, dan MUI. Upaya ini diperkuat dengan keberadaan Pusat
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Pemberdayaan Industri Halal, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sebagaimana diketahui, sertifikasi halal
dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam membeli suatu produk(Herdina et
al, 2023). Bagi umat Muslim, konsep halal bukan sekadar tuntutan agama, tetapi juga
kewajiban yang berdampak luas pada aspek sosial(Rimayanti et al., 2023)the Halal
Center of UIN Antasari held a Halal Product Process Assistance Training (PPH.Pemerintah
berupaya mempercepat proses sertifikasi halal melalui program SEHATI (Sertifikat Halal
Gratis) pada tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pendampingan dalam
proses produk halal (PPH) melalui program self-declare yang dijalankan oleh BPJPH.
Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi kemasyarakatan Islam,
lembaga keagamaan Islam, serta perguruan tinggi Islam(Herdina et al., 2023).

UMKM harus mampu bersaing dalam era pasar bebas. Salah satu syarat untuk
dapat bersaing adalah memiliki legalitas usaha yang lengkap. Namun, banyak pelaku
UMKM yang masih kurang memahami proses pengurusan legalitas usahanya(Indrawati
& Rachmawati, 2021). Menurut Asosiasi UMKM Indonesia, izin usaha merupakan salah
satu cara bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan dari masyarakat, dan fungsi
ini masih tetap diterapkan hingga saat ini(Suhayati, 2016). Legalitas merupakan bentuk
pengakuan negara terhadap suatu usaha, yang dapat menjadi syarat dalam menjalin kerja
sama dengan berbagai pihak. Dengan adanya perizinan, pelaku usaha kecil dan menengah
lebih mudah memperoleh hak-haknya serta merasa lebih aman dalam menjalankan
usahanya. Perizinan usaha ini diberikan berdasarkan tingkat risiko usaha itu sendiri.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana tercantum dalam
Pasal 10, kegiatan usaha dikategorikan ke dalam tiga tingkat risiko: rendah, menengah,
dan tinggi. Jenis izin yang diperlukan untuk usaha berisiko rendah adalah Nomor
Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, usaha dengan tingkat risiko menengah rendah
membutuhkan NIB dan sertifikat standar, sedangkan usaha dengan tingkat risiko tinggi
memerlukan NIB serta izin usaha tambahan(Oktaviani, 2022).

Program UMKM Berdaya yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN kelompok 47
merupakan sebuah upaya strategis untuk mendorong perubahan sosial dalam ekosistem
usaha mikro di Desa Penusupan. Melalui kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan Nomor
Induk Berusaha (NIB), serta pendampingan dalam proses pembuatannya, program ini
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas pelaku UMKM terhadap
legalitas usaha.

Dalam kerangka perubahan sosial, intervensi ini dimulai dari identifikasi
permasalahan utama, yaitu rendahnya tingkat kepemilikan NIB dan sertifikasi halal di
kalangan pelaku usaha. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam akses pasar, rendahnya
kepercayaan konsumen, serta minimnya peluang pengembangan usaha secara
berkelanjutan. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman
mengenai pentingnya legalitas usaha dan manfaatnya dalam memperluas pasar.
Sementara itu, pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal bertujuan untuk
menghilangkan hambatan administratif yang sering kali menjadi kendala bagi UMKM
dalam mengurus legalitas usahanya.
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Dampak jangka panjang dari program ini adalah meningkatnya daya saing UMKM
Desa Penusupan di pasar yang lebih luas, baik dalam lingkup lokal maupun nasional.
Dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap, pelaku UMKM dapat lebih mudah
mengakses permodalan, kemitraan bisnis, serta mendapatkan kepercayaan lebih tinggi
dari konsumen. Perubahan ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan
ekonomi desa, tetapi juga mendorong pola pikir kewirausahaan yang lebih profesional
dan berorientasi pada keberlanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Asset-Based Community Development (ABCD),
yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada identifikasi dan
optimalisasi aset yang dimiliki oleh komunitas untuk menciptakan perubahan yang
berkelanjutan. Konsep ABCD adalah pendekatan alternatif dalam pemberdayaan
masyarakat yang berfokus pada pemanfaatan aset. Dalam konteks ini, aset diartikan
sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan memanfaatkan potensi
atau sumber daya yang ada, masyarakat dapat menggunakannya sebagai alat utama
dalam menjalankan program pemberdayaan. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan
dalam diri, seperti kecerdasan, kepedulian, gotong royong, dan kebersamaan, maupun
sumber daya alam yang tersedia(Maulana, 2019).

Konsep ABCD menekankan pada potensi dan kekuatan yang telah ada dalam
masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan berbasis masalah yang hanya berfokus
pada kekurangan dan keterbatasan. Tujuan utama dari metode ini adalah memberdayakan
komunitas secara mandiri dengan menggerakkan sumber daya lokal yang dimiliki agar
dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ekonomi masyarakat. Pendekatan
ini menitikberatkan pada aset atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk
dikembangkan lebih lanjut guna memberdayakan komunitas secara lebih luas. Dalam
pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), terdapat lima konsep utama
yang digunakan untuk menganalisis aset dalam masyarakat. Kelima konsep tersebut
meliputi modal manusia atau sumber daya manusia, modal sosial, modal fisik atau
infrastruktur, modal keuangan, serta modal lingkungan atau sumber daya alam(Riyanti &
Raharjo, 2021).

Dalam pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui
observasi langsung dan wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Penusupan, Kecamatan
Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi
kondisi faktual usaha mikro yang ada di desa, termasuk tantangan yang mereka hadapi
dalam memperoleh legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi
halal. Sementara itu, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi
mengenai kebutuhan, pengalaman, serta kesiapan pelaku UMKM dalam mengakses
dan memanfaatkan sertifikasi usaha sebagai strategi peningkatan daya saing. Dengan
pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat
dalam mendukung penguatan UMKM berbasis aset lokal secara berkelanjutan
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Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB yang dilaksanakan di Balai Desa
Penusupan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas
pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Kegiatan ini dihadiri oleh pelaku UMKM setempat
dengan tujuan utama memberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan
Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam mendukung pengembangan usaha yang lebih
kompetitif. Selain itu, program ini juga mencakup pendampingan dalam pengurusan
dokumen persyaratan agar pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal dan NIB
secara resmi.

Menurut penuturan perangkat desa, Pak Mizan Maulana, masih banyak pelaku
UMKM di Desa Penusupan yang belum memiliki izin usaha maupun sertifikat halal,
sehingga keterbatasan ini menjadi kendala dalam memperluas jangkauan pasar mereka.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami manfaat
dari sertifikasi usaha tetapi juga mendapatkan dukungan dalam proses pengurusannya.
Pemateri dalam sosialisasi ini, Bapak Andi Matta dari Bappeda Pemalang, memberikan
wawasan mendalam mengenai prosedur pendaftaran NIB dan sertifikasi halal, termasuk
persyaratan administratif dan teknis yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha.

1. Survei dan pendataan UMKM Desa Penusupan

Sebagai langkah awal sebelum pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB,
Kelompok 47 KKN UIN SAIZU Purwokerto melakukan pendataan terhadap para pelaku
UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Pendataan
ini bertujuan untuk mengetahui jumlah serta profil usaha yang berpotensi mendapatkan
manfaat langsung dari program sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha.

Setelah proses pendataan, mahasiswa KKN melanjutkan kegiatan dengan melakukan
monitoring dan evaluasi (monev) melalui kunjungan langsung ke rumah para pelaku
UMKM untuk melakukan wawancara. Wawancara ini mencakup berbagai aspek usaha,
seperti lama usaha beroperasi, metode pemasaran yang digunakan, kualitas pengemasan
produk, serta keberadaan tanda pengenal usaha seperti banner atau plakat nama usaha.
Selain itu, mahasiswa juga menanyakan kesediaan para pelaku UMKM untuk mengikuti
sosialisasi yang telah dirancang.
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Gambar 1. Survei dan Pendataan UMKM di Desa Penusupan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Penusupan
masih menjalankan usahanya secara konvensional tanpa standar administrasi yang
jelas. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki branding usaha yang kuat, seperti
label nama atau strategi pemasaran yang lebih luas. Selain itu, pemahaman mereka
mengenai pentingnya legalitas usaha masih terbatas. Namun, mayoritas pelaku UMKM
yang diwawancarai menunjukkan antusiasme dan kesediaan untuk mengikuti sosialisasi,
karena mereka menyadari bahwa memiliki NIB dan sertifikasi halal dapat membuka
peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Dari hasil
survey dan pendataan diperoleh 10 pelaku umkm yang bersedia untuk mengikuti
sosialisai, Adapun data dari kesepuluh UMKM sebagai berikut:

Tabel 1. Data Nama dan Jenis Produk UMKM

No. Nama Produk
1 Parmi Jamu

2 Pitriyah Kripik Tempe

3 Rukhyati Bandeng Presto
4 Waryati Kripik Tempe

5 Uum Risol

6 Aliyah Jamu

7 Nur Kripik Tempe

8 Misky Seblak

9 Sahrul Cablak

10 | Nurdiyanto Siomay

2. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dan NIB Desa Penusupan
Menurut Gitleman & Kleberger (2014), sosialisasi adalah proses yang berlangsung

sepanjang hidup, di mana individu mempelajari berbagai cara hidup, norma, dan nilai

sosial dalam kelompoknya. Proses ini memungkinkan seseorang untuk berkembang
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menjadi individu yang diterima dalam kelompok tersebut. Sosialisasi memiliki peran
penting dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan mengenai tujuan yang ingin
dicapai dalam suatu masyarakat(Safitri et al., 2024).

Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB di Desa Penusupan
dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Februari 2025, di Balai Desa Penusupan. Acara dimulai
dengan sesi pembukaan yang diawali dengan sambutan dari ketua panitia, koordinator
desa, dan kepala desa. Dalam sambutannya, kepala desa menekankan pentingnya legalitas
usaha bagi pelaku UMKM guna meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.

Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan pematerian oleh Bapak Andi
Matta dari Bappeda Pemalang. Dalam sesi ini, beliau menjelaskan urgensi kepemilikan
Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha yang dapat memudahkan
akses permodalan dan kemitraan bisnis. Selain itu, beliau juga memaparkan kategori
produk yang wajib memiliki sertifikasi halal sesuai dengan regulasi yang berlaku,
terutama produk makanan, minuman, , dan obat-obatan. Pemateri juga memberikan
panduan mengenai persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan oleh pelaku UMKM
untuk mengurus sertifikasi halal dan NIB, serta menjelaskan proses pengajuannya secara
rinci.

Setelah sesi pematerian, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana para
peserta aktif mengajukan berbagai pertanyaan terkait kendala dan prosedur pengurusan
legalitas usaha mereka. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang
diajukan, seperti bagaimana langkah awal dalam pengajuan NIB dan apa saja standar yang
harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi halal. Sesi ini memberikan kesempatan
bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan
solusi atas permasalahan yang mereka hadapi dalam pengurusan legalitas usaha.

Sebagai penutup, acara diakhiri dengan sesi dokumentasi melalui foto bersama
antara panitia, pemateri, dan peserta sosialisasi. Dokumentasi ini bertujuan sebagai
bukti pelaksanaan kegiatan serta sebagai bagian dari laporan program kerja KKN.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Penusupan dapat
segera mengurus legalitas usaha mereka, sehingga usaha yang mereka jalankan semakin
berkembang dan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar yang lebih luas.

Gambar 2.Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB Desa Penusupan
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Kesimpulan

Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB di Desa Penusupan
telah berhasil dilaksanakan dengan tujuan utama memberikan edukasi kepada para
pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Melalui pendekatan Asset-Based
Community Development (ABCD), kegiatan ini diawali dengan proses pendataan dan
wawancara terhadap pelaku UMKM untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka
hadapi dalam memperoleh NIB dan sertifikasi halal. Hasil wawancara menunjukkan
bahwa sebagian besar pelaku usaha di desa ini belum memiliki izin usaha dan sertifikasi
halal, yang menjadi kendala dalam pengembangan dan pemasaran produk mereka.

Pelaksanaan sosialisasi yang berlangsung pada 19 Februari 2025 di Balai Desa
Penusupan mendapat antusiasme yang tinggi dari peserta. Materi yang disampaikan
oleh Bapak Andi Matta dari Bappeda Pemalang memberikan pemahaman mendalam
mengenai prosedur dan manfaat kepemilikan NIB serta sertifikasi halal bagi pelaku
usaha. Sesi tanya jawab yang interaktif menunjukkan adanya kebutuhan besar dari
masyarakat dalam memperoleh pendampingan lebih lanjut dalam pengurusan legalitas
usaha mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi para pelaku
UMKM, baik dari segi peningkatan kesadaran maupun kesiapan dalam mengurus
legalitas usaha mereka. Harapan dari program ini adalah agar para peserta dapat segera
menindaklanjuti proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal, sehingga usaha mereka
lebih profesional, memiliki daya saing lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang
lebih luas. Selain itu, keberlanjutan program pendampingan diharapkan dapat terus
dilakukan guna memastikan bahwa UMKM di Desa Penusupan dapat berkembang secara
mandiri dan berkelanjutan.
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